BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak atau
pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kekerasan seksual
terhadap anak menjadi perhatian khusus karena seseorang yang melakukan
tindak pidana dan terdapat pertanggungjawaban pidana yang belum tentu dapat
mengembalikan seluruh hak-hak yang bersifat moril kepada korban pelecehan
seksual, apabila hanya berupa pertanggungjawaban terhadap individu dari
pelaku, hal tersebut dirasa kurang efektif karena jerat tersebut hanya
dikhususkan terhadap perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, namun tidak
memberikan sebuah solusi yang memadai untuk pemenuhan hak-hak moril dari
korban pelecahan seksual, sehingga antara Ketentuan Hukum Pidana dan
Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu adanya harmonisasi
pengaturan detail terhadap hak moril dari korban pelecehan seksual. Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak di latarbelakangi dengan kekerasan seksual
yang dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Sanksi
pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum
memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak. Maka dari itu terdapat perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat lebih memberikan efek jera

terhadap pelaku.
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2. Penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak atau kendala
yang paling sering dihadapi yaitu dari tim penyidik dalam penanganan kasus
kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh
korban karena mengalami trauma psikis yang berat, sulit menemukan
keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah
melarikan diri dan menjadi buronan, pihak penyidik dalam mengungkap tindak
pidana kekerasan seksual pada anak memiliki keterbatasan ruang dan waktu
sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah
ditentukan, pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum
untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian
untuk membayar biaya visum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual
pada anak. Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit
untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-
ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan
nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi
yang diberikan dari korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran.
Sebagian besar kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia
rentan: usia 5 tahun, sekolah dasar, bahkan remaja.

B. Saran

Pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka
untuk meminimalisir kendala atau hambatan dalam pertanggungjawaban pidana

pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu melakukan pendidikan
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seks di sekolah karena edukasi seks penting untuk dilakukan di era teknologi yang
semakin canggih dan modern membuat anak-anak rentan menyaring info yang
salah oleh karena itu peranan orangtua sebagai perangkat sosial terkecil dapat
mengambil peranan dalam memberikan edukasi secara baik dan utuh terhadap anak
bahwa kecanggihan teknologi harus digunakan untuk mendapatkan informasi yang
baik dan berguna, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak,
mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para
pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah dan
penegak hukum harus memiliki persepsi yang lebih maju terhadap era modernisasi
sehingga regulasi yang ada dapat diterapkan secara utuh dan terdapat kepastian

hukum supaya secara hak-hak dari korban dapat terpenuhi.
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